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vPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan




ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
vi
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
vii
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,




Nama Huruf  dan
tanda
Nama
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
Ā a dan garis di
atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di
atas




ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan








Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
x7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal






8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata




9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
xi
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan






Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,
Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama :   Nurul Akhwati Abdullah
NIM   :   10400113089
Judul  :   Status Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri menurut Hukum Islam dan
Hukum Perdata
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui hak-hak anak dalam
kandungan istri siri, 2) Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan istri siri
sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, 3) Untuk
mengetahui perbedaan dan persamaan hukum Islam dan hukum perdata terhadap hak
waris anak dalam kandungan istri siri.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan
normatif, pendekatan syar’I, dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini tergolong
library research, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti
berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang
dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema
yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau
referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk
memperoleh  sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan
tersebut.
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan pada kantor urusan
agama (KUA), seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1
Tahun 1974. Dalam hukum Islam anak yang lahir dan masih kandungan istri siri
mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun
1974 menyatakan keturunan dari pernikahan siri, hanya mempunyai hubungan
perdatadengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam putusan Mahkama Konstitusi
(MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan jika anak  yang lahir di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum  mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam pasal
280 KUHPer, anak yang terlahir dari pernikahan siri dapat memperoleh hubungan
keperdataan dengan ayaahnya apabila terdapat pengakuan terhadap anak tersebut.
Anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berstatus sebaagai istri siri dapat
memperoleh haknya sebagai ahli waris baik itu dalam hukum islam ataupun hukum
perdata apabila memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.
Sejalan dengan di atas maka disarangkan, Setiap pernikahan harus dicatatkan
pada kantor urusan agama (KUA) agar tidak ada lagi pernikahan siri. Serta keturunan
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yang lahir dari pernikahan siri sebaiknya meminta pengakuan dari ayah biologisnya





Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi
kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan,
dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam. Dalam hal
perkawinan, Islam telah berbicara banyak hal mulai dari syarat dan rukun
perkawinan yaitu harus melakukan ijab dan qabul sebagai tanda sahnya perkawinan
yang dilakukan untuk menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang
telah menikah. Ini merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari
peraturan tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan
perkawinan dan mengharamkan zina. Tujuan dianjurkannya pernikahan dalam Islam
adalah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, serta untuk mencari
keturunan yang shahih.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1
tahun 1947 yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan
yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqah ghalidzan untuk menaati perintah Allah
dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinana bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, demi terwujudnya
tujuan perkawinan tersebut maka harus dilakukan pencatatan perkawinan.
Hal ini bertentangan dengan pernikahan siri, dimana pernikahan tersebut
dilakukan sesuai syariat namun tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor
Urusan Agama (KUA). Sehingga pernikahan tersebut tidak sah karena tidak
2mempunyai kekuatan hukum, dan mengakibatkan keturunan hasil pernikahan
tersebut baik itu yang telah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan istri
siri tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dimana ia
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya baik
itu dalam hal warisan maupun keperdataan lainnya.
Dalam hal waris, Islam telah memaparkan dengan terperinci hukum
pembagian warisan kepada ahli waris setalah wafatnya pewaris. Terdapat beberapa
golongan yang dikategorikan sebagai ahli waris, salah satu golongan ahli waris
adalah anak. Seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 11.
            
                  
             
             
               
 
Terjemahan:
”Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
3manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”1
Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya
sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya.
Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum
ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli
waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut
dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.
Berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010
menyatakan jika anak  yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang
menurut hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.
Dari putusan tersebut anak yang lahir di luar nikah atau hasil pernikana siri
baik yang telah lahir ataupun masih dalam kandungan ibunya telah memperoleh
kedudukan dihadapan hukum, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dan
bahkan dapat menjadi ahli waris.
Akan tetapi, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan
hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak
luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung
pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada sehingga sangat sulit
untuk memperoleh haknya dalam hal waris dengan ayah biologisnya.
1 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 100
4Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang status waris anak
hasil pernikahan siri terfokus terhadap anak dalam kandungan istri siri yang hingga
saat ini masih menjadi perdebatan khalayak.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti
angkat adalah bagaimana status waris anak dalam kandungan istri siri menurut
hukum Islam dan hukum perdata, dengan sub permasalahan:
1. Apa yang dimaksud dengan anak dan hak-hak anak?
2. Bagaimana kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris
dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata?
3. Apa perbedaan dan persamaan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap
hak waris anak dalam kandungan istri siri?
C. Pengertian Judul
Untuk memudahkan memahami penafsiran penelitian, maka peneliti
memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain:
Status adalah keadaan atau kedudukan orang, badan yang berhubungan
dengan masyarakat disekelilingnya.
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah, pembayan hutang dan pemberian untuk kerabat.
Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
Islam, akan tetapi tidak melakukan pedaftaran pernikahan pada pencatat pernikahan.
5Status anak siri menurut Islam adalah sah dan mempunyai hubungan nasab
dengan ayahnya, karena pernikahan yang dilakukan orang tuanya sah menurut
agama.
Status anak siri menurut hukum perdata adalah anak diluar kawin yang
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-
laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah dengan
ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Anak dalam kandungan menurut hukum Islam telah dapat dianggap telah
hidup dan digolongkan sebagai ahli waris saat telah berumur empat bulan, dan
dianggap tidak ada jika mati saat dilahirkan.
Anak dalam kandungan menurut hukum perdata dianggap telah lahir, setiap
kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilakirkan
dianggap tidak pernah ada.
D. Metodologi Peneliatan
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif. Kualitatif adalah suatu
jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library
research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di
perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan
dan masalah yang sedang dipertanyakan.2 Sedangkan deskriptif adalah
menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan
cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta
2Masyuri dkk. Metodologi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008),  h. 50
6membaca dan mempelajari untuk memperoleh  sebuah data atau kesimpulan yang
berkaitan dengan pembahasan tersebut.
2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan Normatif.
Pendekatan Normatif bersumber dari undang-undang  yang menjelaskan apa
saja yang mengatur status waris anak dalam kandungan istri siri. Salah satu dasar
dalam penelitian ini adalah putusan Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
b. Pendekatan Syar’i
Pendekatan Syar’i bersumber dari al-Qur’an dan hadist yang menjelaskan
hukum apa saja yang mengatur mengenai status waris anak dalam kandungan istri
siri. Salah satu landasannya yaitu QS. An-Nisa ayat 11.
c. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis digunakan oleh peneliti dengan melihat gejala-gejala
sosial yang berhubungan dengan pernikahan siri, dengan demikian dapat diketahui
status anak dalam kandungan istri siri dalam perspektif sosiologi.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan
7bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur.3
4. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian
ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan
mengumpulkan beberapa referensi dari buku yang mempunyai relevansi dengan
masalah yang akan diteliti, pendapat para pakar hukum, dan pendapat para ahli
hukum islam.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan ataupun dari jurnal hukum
lainya, diolah dan dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan. Teknik
pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah:.
a. Penyajian Data
Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun
sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.
b. Penarikan Kesimpulan
Setelah mengumpulkan data dan mencari arti tentang segala hal yang
mempunyai relevansi dengan penelitian maka dilakukan. penarikan kesimpulan atau
3Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006) h. 129
8verifikasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan tetap
memperhatikan perkembangan perolehan data.
E. Kajian Pustaka
Menyangkut dengan banyaknya kasus nikah siri yang terjadi, dan melihat
betapa menariknya diskursus tentang nikah siri begitupun dengan anak hasil
penikahan siri serta kedudukan dan status waris anak hasil
nikah siri. Tentu tidak sedikit orang yang pernah membahasnya, maka peneliti
melakukan penelusuran pustaka terhadap beberapa karya yang mengulas tentang
permasalahan ini. Adapun beberapa karya yang menjadi acuan dasar  dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Karya Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum yang berjudul Masalah
Hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan “dalam undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak
yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pandangan
hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1)
Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar
untuk hadir. (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-
dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. (3) anak yang lahir itu terjadi
dalam waktu kurang sari masa sepanjang kehamilan. (4) suami tidak mengingkar
anak tersebut.”4
Karya Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum yang berjudul Masalah
Hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan “Anak diluar kawin adalah yang
4 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group,
2008) h. 78-79
9dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam
ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Dalam praktik
hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) apabila orang
tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain kemudian mereka
melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan
hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak
luar kawin. (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang,
merek mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak
itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh
orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat
dicantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya. Perlindungan
hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas
segera terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan,
pengesahan, dan pengangkatan”.5
Karya Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H. yang
berjudul Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) mengatakan “Apabila dianalisis
ketentuan hukum Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari
si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yang salah satunya
adalah karena adanya hubungan darah seorang dapat memperoleh harta warisan
(menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/
kekeluargaaan dengan si mayat. Didalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan
bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang
pada saat si pewaris meninggal adalah jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut
tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang anak yang
5 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesi, h. 79
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masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam
kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah saat dilahirkan
nantinya dalam kedaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan
apakah si bayi berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan,
sedangkan hal tersebut sangat pentingdalam mengadakan pembagianharta warisan si
pewaris”.6
Karya Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag. yang berjudul Hukum Waris
perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgelijk
Wetboek)mengatakan “Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan
memenuhu persyaratan yaitu janin tersebut diketahui secara pasti keadaannya dalam
kandungan ibunya ketika pewaris wafat, dan dan bayi tersebut dilahirkan dalam
keadaanhidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai
anak yang berhak mendapat warisan”.7
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan anak dalam kandungan istri siri
b. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris
dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.
c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum Islam dan hukum perdata
terhadap hak waris anak dalam kandungan istri siri.
6Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis,
h. 54
7 Abdillah Mustari, Hukum Waris perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Perdata




Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam mengetahui status waris anak yang
masih dalam kandungan istri siri, sehingga masyarakat dapat menghindari terjadinya
pernikahan siri.
b. Kegunaan Praktis
1. Masyarakat dapat apa yang dimaksud dengan anak dalam kandungan istri siri
2. Masyarakat dapat kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris
dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata
3. Masyarakat dapat mengetahui perbedaan dan persamaan hukum Islam dan
hukum perdata terhadap hak waris anak dalam kandungan istri siri.
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BAB II
ANAK DALAM KANDUNGAN ISTRI SIRI
A. Pengertian Anak
Secara umum, anak merupakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan
antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Namun meskipun tidak pernah
melakukan pernikahan kemudian seorang wanita melahirkan anak, maka itu tetap
disebut anak.
Anak adalah makhluk yang mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan
dari kehendak Allah swt. dengan melalui proses penciptaan. Anak harus
diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Oleh
karenanya sejak masih dalam kandungan hingga lahir anak mempunyai beberapa hak
yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Anak tersebut haruslah diberikan kasih
sayang, perhatian, pendidikan yang akan membuatnya menjadi manusia yang
dihargai oleh sesamanya, dan yang paling penting adalah anak harus diberikan
kejelasan status agar dalam kehidupannya ia dapat memperoleh haknya tanpa ada
yang tertinggalkan.
Anak dilahirkan kedunia melalui proses yang panjang, mulai dari adanya
pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik seorang
perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh seorang
perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir kedunia.1 Ini merupakan gambaran
dari proses terciptanya seorang anak yang akan berkembang dan tumbuh dalam
1 D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin, (Jakarta:
Pustakarya, 2012),  h. 7
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lingkungan masyarakat, dan nantinya memikul tanggung jawab yang besar terhadap
dirinya, orang tuanya, dan orang-orang sekitarnya.
Anak merupakan idaman orang tua dalam kehidupan suami istri. Hal ini
disebabkan karena anaklah yang akan menyambung sejarah orang tuanya, yang akan
melanjutkan kehidupan ibu bapaknya. Anak adalah salah satu rahmat yang bernilai
tinggi dan mempunyai manfaat yang amat besar bagi kehidupan manusia baik itu
untuk dunia maupun untuk akhirat nanti.2
Anak adalah salah satu tujuan yang diperoleh dari pada perkawinan, hal ini
dimaksudkan untuk:
1. Agar berlangsung terus jenis manusia dalam meramaikan bumi Allah dan
sekaligus pelanjut keturunan
2. Untuk mencari kecintaan Rasulullah saw
3. Mencari keberkatan doa anak yang shaleh sesudah orang tuanya meninggal
4. Mencari syafaat dengan kematian anak di waktu kecil apabila anak
meninggal sebelum orang tua meninggal.3
Dalam aspek hukum terdapat berbagai pengertian anak. Hal ini disebabkan
tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tersendiri mengenai anak.
Undang-undang yang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak
berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain:
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menyatakan, Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan
2 Akilah Mahmud, Keluarga Sakinah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012)  h. 201
3 Akilah Mahmud, Keluarga Sakinah, h. 191-192
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bagian dari hak Asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari
sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap nak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak
atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan.4
2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Menyatakan, Anak
adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah
diletakkan oleh generasi sebelumnya.5
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menyatakan, Anak
adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita oerjuangan bangsa, yang
memilki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial secar utuh, serasi, selaras dan
seimbang.6
4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Menyatakan, Anak
merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa
dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.7
4 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 5
5 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 5
6 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawi Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 5
7 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 5
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Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan
lainnya yang menjelaskan pengertian anak, seperti sebagai berikut:
1. UU Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) tentang peradilan anak.
Menyatakan, anak adalah orang yang dibatasi dengan umur anatara 8
(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Namun, apabila sianak
telah terikat perkawinan ataupun pernah kawin kemudian bercerai, walaupun
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun anak tersebut tetap dianggap
dewasa.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Menyatakan,
anak perempuan yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan anak
laki-laki yang belum mencapai umur 19 (sembian belas) tahun telah
mencapai batas minimum untuk dapat kawin.
3. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah subyek hukum
dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk
mencapai kesejahteraan anak.
4. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan anak adalah orang yang belum dewasa
dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai
subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh
perundang-undangan perdata.8
Anak wajib di pelihara dan di beri didikan oleh orang tuanya sebaik-baiknya
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan
8 Fachrurodzy, “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan
Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, Jakarta: Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), http://repository.uinjkt.ac.id, (11 September 2016)
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antara orang tuanya itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula
anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu
juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam dan di luar pengadilan.9
B. Anak Dalam Kandungan
Anak dalam kandungan merupkan janin dalam rahim wanita. Baik itu wanita
yang terikat dalam perkawinan maupun wanita yang tidak terikat dalam perkawinan.
Janin merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang
disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang
kemudian menyatu menjadi zigot.10
Proses perkembangan janin dibagi menjadi tiga periode yaitu periode
praembrionik, periode embrio, periode fetal. Berikut adalah penjelasannya:
1. Periode pra embrionik merupakan awal kehidupan manusia, tahap ini dimulai
ketika sperma mengalami fermentasi terhadap sel telur dalam pembuahan,
pada periode ini zigot telah terbentu.11 Allah swt. dalam QS Al-Qiyamah / 75
: 37 dan 38 :
      
Terjemahan:
“Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)”12
9 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978),  h.
34
10 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak diluar kawi pasca keluarnya
putusan MK uji materil UU perkawinan, h. 6
11 https://hakamabbas.blogspot.com, (11 september 2016)
12 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 855
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       
Terjemahan:
“Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya,
dan menyempurnakannya”13
2. Periode embrio berlangsung lima setengah mnggu. Periode ini dimulai ketika
zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim, pada periode ini system
dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel meskipun bentuk luar
masih jauh berbeda dibandingkan dengan manusia dewasa. Bentuk mata,
tangan dan kaki mulai dapat dikenali.14 Allah swt. dalam QS. Al-
Mukminun/23:14 :
                      
               
Terjemahan:
“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.
kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha
sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”15
3. Periode fetal berlangsung sekitar 30 minggu, mulai minggu kedelapan
kehamilan hingga saat kelahiran. Pada tahap ini semua organ mulai terbentuk
seperti manusia pada umumnya.16 Allah swt. dalam QS. As-Sajadah/32:29 :
          
13 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 855
14 https://hakamabbas.blogspot.com,  (11 september 2016)
15 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 476
16 https://hakamabbas.blogspot.com,  (Diakses 11 september 2016)
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Terjemaahan:
”Katakanlah: "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang
kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh."17
Janin adalah al-waladu ma dama fil bathn atau anak yang masih dalam
kandungan ibunya. Disebut janin karena anak tersebut masih tidak terlihat dan
tersembunyi. Janin sebagai bakal calon manusia menerima bagian perhatian
tersendiri dalam Islam sejak pertama kali menunjukkan tanda-tanda di rahim ibunya,
meski belum terlahir di alam dunia.18
Berikut merupakan aspek perhatian yang diberikan Islam terhadap janin:
1. Allah swt. melarang perzinahan untuk memelihara garis nasab janin yang
akan tumbuh di rahim wanita muslim. Nasab merupakan hal yang sangat
penting, dan Islam menganjurkan untuk memelihara nasab dan hgaris
keturunan setiap hamba-Nya. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra’/17:32 :
          
Terjemahan:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”19
2. Islam mensyari’atkan untuk memilih calon ayah yang shalih dan calon ibu
yang shalihah untuk mendidik janin yang menjadi calon anak mereka menjadi
manusia bertanggung jawab, selain itu anak dapat menjadikan orang tuanya
sebagai contoh dalam keimanannya. Seperti Firman Allah swt. dalam QS. Al-
Baqarah/2:221 :
17 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 590
18 https://almahaj.or.id (11 september 2016)
19 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya,  h. 388
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               
                      
                          
Terjemahan:
”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”20
3. Islam sangat memperhatikan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya..
Janin harus mempunyai batas minimal yaitu selama 6 (enam) bulan, ini
merupakan kesepakatan para fuquha dari mazhab mana pun. Batas minimal
kehamilan ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam surah Al-Ahqaf dan surah
Luqman.
Adapun QS. Al-Ahqaf/46:15 yaitu sebagai berikut:
                    
                           
                           
Terjemahan:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat
puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri
nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku
dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.
20 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 43
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Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku
Termasuk orang-orang yang berserah diri".21
QS. Luqman/31:14 :
                  
       
Terjemahan:
dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.22
Dari penjelasan kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa minimal ibu
mengandung anaknya yaitu enam bulan. Atas dasar ayat pertama  seorang ibu
memerlukan waktu 30 (tiga puluh) bulan untuk mengandung dan menyapih seorang
anak. Sedangkan surah Luqman menjelaskan bahwa untuk menyapih anak
diperlukan waktu 2 (dua tahun) atau selama 24 (dua puluh empat bulan), sehingga
tiga puluh bulan dikurang dua puluh empat bulan sama dengan enam. Artinya enam
bulan itu merupakan batas minimal mengandung.
C. Pengertian Anak Siri
Sebelum membahas apa yang dimaksud dngan anak siri, terlebih dahulu
peneliti akan memaparkan mengenai pernikahan siri terlebih dahulu.
Pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan dengan
ketentuan agama, namun tidak melakukan pencatatan terhada pernikahan yang telah
dilakukan tersebut. Dengan demikian, pernikahan siri telah memenuhi unsur yang
21 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya,  h. 726
22 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya,  h. 581
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termuat dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun tidak memenuhi pasal 2 ayat
(2) UU Perkawinan yang mengharuskan perkawinan dicatatkan padaa pencatatan
sipil. Sehingga perkawinan tersebut diangap tidak sah.
Pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua
orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak
dicatatkan dalam kantor urusan agama (KUA).
Dalam perspektif hukum Islam pernikahan ini hukumnya sah, karena syarat
dan rukun nikah telah terpenuhi. Sedangkan, menurut hukum positif di Indonesia
dengan merujuk pada undang-undang pernikahan, maka nikah seperti ini tidak sah
dan dapat dikenakan sangsi hukum.
Anak siri adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor
Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. 23 Anak tersebut lahir dari seorang ibu
dan ayah tanpa pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan sebagai anak diluar
kawin.
Anak luar kawin yaitu anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah tanpa
adanya ikatan pernikahan dimana keduanya belum terikat perkawinan dengan orang
lainnya.24 Selain itu, Anak diluar kawin juga dapat dikatakan anak yang dilahirkan
oleh seorang perempuan yang tidak memilki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki
yang telah membenihkan anak di rahimnya. Dari segi administrasi pencatatan
kelahiran, anak yang lahir diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu
tanpa mencatatkan siapa yang menjadi ayahnya.25
23 D. Y. Witanto Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan,  h. 145
24 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, (Makassar: Alauddin University Press, 2012),  h. 35
25 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan,  h. 17
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Dalam Pasal 43 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak
terdapat pengertian hanya menegaskan bahwa anak diluar nikah hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.26
KUHPerdata menentukan bahwa termasuk anak luar kawin apabila:
1. Anak lahir sebelum lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya
(pasal 251 KUHPerdata)
2. Anak lahir lewat 300 hari hapusnya perkawinan orang tuanya (Pasal 254
KUHPerdata)27
Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sesuai dengan
ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan siri tidak sesuai dengan ketentuan pasal
2 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga anak tersebut bukan dilahirkan sebagai akibat
perkawinan yang sah. Hal ini terjadi pada kasus nikah siri. 28
Untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu
tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua
orang tuanya. Karena perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah,
sedangkan perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak dalam status tidak sah
(anak di luar kawin).29
26Istiqamah. Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga, h. 146
27 Istiqamah, Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga, h. 148
28 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan,  h. 137
29 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan, h. 137
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Kebanyakan ulama berpendapat jika anak yang lahir sebagai akibat
perzinahan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga
ibunya menurut pemahaman kaum sunni.30
Menurut hukum Islam, Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan
yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib
memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya.
Sedangkan, menurut hukum perdata anak yang lahir diluar perkawinan hanya daapat
mempunyai hubungan keprdataan dengan ayahnya apabila mendapat pengakuan.31
Faktor penyebab lahirnya anak diluar kawin diantaranya yaitu perkawinan
orang tuanya yang tidak dicatat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama.
Selain itu, adanya perkawinan yang dilakukan secara adat yang tidak dilakukan
menurut agama dan kepercayaannya serta tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil
dan kantor urusan agama.32
Pencatatan perkawinan pada kator catatan sipil dan kantor urusan agama
merupakan hal penting yang harus dilakukan saat melangsungkan pernikahan agar
anak yang lahir dari hubungan suami istri nantinya dapat dikategorikan sebagai
akibat dari pernikahan yang sah.
30 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002) , h. 62
31 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 107
32 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h.
82
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D. Kedudukan dan Hak Anak Siri
Dalam Islam asal usul merupakan hal yang sangat penting, sebab hal tersebut
menjadi penentu apakah anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dan
keperdataan dengan orang tuanya.
Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan UU
perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan
pasal 43 ayat (1) UU perkawinan Tahun 1974, dimana seorang anak diluar kawin
hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.33
Selain itu, dalam pasl 103 Kompilasi Hukum Islam asal usul anak hanya
dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan
anak dari pernikhan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orang
tuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.
Anak luar kawin, menurut pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya. Hal
ini menimbulkan ketidak adilan bagi si ibu dan anaknya karena untuk membenihkan
anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah
biologisnya. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris adri
orang tua biologisnya menurut Pasal 872 KUHPerdata adalah jika ia telah diakui
oleh orang tua biologisnya.34
Merujuk pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa
anak yang dilahirkan diluarperkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
33 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 83-84
34 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan,  h. 146
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ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak siri tidak dapat digolongkan sebagai anak
diluar kawin karena kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari pernikahan yang sah
walaupun tidak dilakukan pencatatan. Perkawinan dengan pencatatan merupakan dua
hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.
Putusan Mahkama Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan jika
anak diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,
beserta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut
hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.
Dalam pasal 280 KUHPerdata anak diluar kawin baru dapat memiliki
hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila mendapatkan pengakuan. Hal ini
menyebabkan timbulnya kemungkinan adanya seorang anak secara yuridis tidak
mempunyai ibu ataupun ayah, jika tidak adanya pengakuan dari orang tuanya.
Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan
status hukum baru (cinstituatif), karena dengan adanya pengakuan maka muncullah
status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata.35
Pengakuan terhadap anak di luar kawin yang masih berada dalam kandungan
ibunya dimungkinkan, karena anak tersebut dianggap telah lahir bila ada kepentingan
yang menghendakinya. Akibat dari adanya pengakuan itu menimbulkan adanya
hubungan timbal balik antara ayah daan anaknya. Baik itu dalam pemberian nafkah,
perwalian, hak memakai nama, mewaisi, dan hubungan keperdataan lainnya.36
35 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan Mk Uji Materil Uu Perkawinan, h. 108
36 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 88
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BAB III
KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
A. Dasar Hukum Waris Islam dan Perdata
1. Dasar Hukum Waris Islam
Dalam hukum kewarisan bersumber pada Alqur’an, hadis, dan ijtihad.
Alqur’an merupakan kalam Allah swt. yang di turunkan kepada Nabi Muhammad
saw yang dituliskan pada mushab, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Hadis merupakan segala perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad saw. Sedangkan
Ijma’ merupakan hasil pemikiran para ulama yang tetap mengkaji Alqur’an dan
hadis terlebih dahulu sebelum menyimpulkan pendapatnya.
a. Alqur’an
Sumber hukum yang menjadi dasar utama untuk perhitungan waris adalah
Alqur’an. Ayat Alqur’an yang berkaitan dengan masalah kewarisan yaitu ayat 11, 12,
33 dan 176 surat An-Nisa,1 ayat  ayat tersebut adalah sebagai berikut
1. QS. An-Nisa/4:11
              
                  
               
              
1 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, (Makassar : Alauddin University Press, 2013),
h. 25
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             
 
Terjemahan:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.2
Firman-Nya :                  
(Yuushiikumullahu fii aulaadikum lidz-dzakari mitslu hadh-dhil untsayain) Yang
artinya “Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-
anakmu. Yaitu, seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan)”.
Maksud dari penggalan kata tersebut yaitu Allah swt. memerintahkan umat-Nya
untuk berlaku adil. Karena orang-orang jahiliyyah memberikan harta warisan hanya
untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah swt. memerintahkan kesamaan
antara merekadalam asal hukum waris, dan membedakan bagian diantara dua jenis
tersebut. Dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, hal ini
disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang tinggi seperti
tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.
2 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 78
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Firman-Nya :                         
       (Fa in kunna nisaa-an fauqats-nataini falaHunna tsulutsaa maa taraka
Wa in kaanat waahidatan falaHan nisfu) yang artinya “Dan jika anak itu semuanya
perempuan lebuh dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan ; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah
harta”. Diperolehnya dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian dua saudari
perempuan, Allah swt. menetapkan bagian saudari perempuan adalah dua pertiga.
Apabila dua orang saudari perempuan mendapat dua pertiga, maka memberikan
waris dua pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Seandainya dua anak
perempuan mendapat setengah bagian harta, niscaya akan disebutkan pula dalam
nash. Untuk itu dapat disimpulkan bilamana bagian seorang anak perempuan
disebutkan secara mandiri, maka bagian harta yang diperolehnya setengahbagian.
Sedangkan dua anak perempuan sama hukumnya dengan tiga anak perempuan, atau
lebih dari tiga yang memperoleh dua pertiga bagian.
Firman-Nya : (mim ba’di washiyyatiy yuushii biHaa au dain) yang artinya
“Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipebuhi wasiat yang ia buat atau [dan]
sesudah dubayar utangnya”. Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa utang
piutang lebih didahulukan dari pada wasiat.
2. QS An-Nisa/4 12
                 
          
           
             
               
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              

Terjemahan :
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun.3
Firman-Nya :             (wa in kaana rajuluy
yuuratsu kalaalatan) yang artinya “Jika seorang laki-laki mewariskan kalalah”. Al-
Kalalah diambil dari kata al-Iklil yaitu seuatu yang mengelilingi seluruh begian
kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hany memiliki
ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak ada dari ahli waris pokok (ayah dan
seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya).
3 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 79
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3. QS An-Nisa/4:176
                
                      
                    
     
Terjemahan :
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-
laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.4
Kata kalalah dalam ayat tersebut banyak diperselisihkan oleh para pakar
tafsir. Namun mayoritas pakar bahasa memahami kalalah adalah seseorang mati
yang tidak meninggalkan ayah dan anak, adapula yang memahami seorang mati
tanpa meninggalkan ayah, dan ada pula yang berpendapat seorang mati tidak
meninggalkan anak. Ketiga pendapat tersebut merujuk pada pewaris dan ahli waris.
b. Hadis
Selain dari Alqur’an terdapat pula hadis yang menerangkan hukum
pembagian harta warisan. Hadis yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah
sebagai berikit:
4 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 106
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1. Hadis Nabi Muhammad saw :
 ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ٍسُوﺎَط ُﻦْﺑا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﺐَْﯿھُو َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻞﯿِﻋﺎَﻤِْﺳإ ُﻦْﺑ ﻰَﺳﻮُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 اُﻮﻘِﺤَْﻟأ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﺎِﮭﻠَْھِﺄﺑ َِﺾﺋاََﺮﻔْﻟا
 ٍﺮَﻛَذ ٍﻞُﺟَر َﻰﻟَْوِﻷ َُﻮَﮭﻓ َِﻲَﻘﺑ ﺎََﻤﻓ
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada
kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu
'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak,
maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."5
Arti dari kata yang berhak dari hadis diatas adalah memberikan harta warisan
kepada yang lebih berhak terlebih dahulu. Daalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12
yang telah menetapkan ahli waris yang haknya terlebih dahulu harus dipenuhi,
seperti anak, istri, ibu, dan ayah. Apabila mereka telah mendapat haknya massing-
masing barulah kerabat laki-laki terdekat mendapatkan bagiannya.
2. Hadis Nabi dari Jabir a yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :
 َلﺎَﻗ ِ ﱠﷲ ِدْﺑَﻋ ِنْﺑ ِرِﺑﺎَﺟ ْنَﻋ َﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلوُﺳَر َﻊَﻣ ﺎَﻧْﺟَرَﺧ ﻰﱠﺗَﺣ َمﱠﻠ
 َﻧْﺋِﺟ َﻘَﻓ ﺎَﮭَﻟ ِنْﯾَﺗَﻧْﺑﺎِﺑ َُةأْرَﻣْﻟا ْتَءﺎَﺟَﻓ ِقاَوَْﺳْﻷا ﻲِﻓ ِرﺎَﺻَْﻧْﻷا ْنِﻣ ًَةأَرْﻣا ﺎ ﺎَﯾ ْتَﻟﺎ
 َﻔَﺗْﺳا ْدَﻗَو ٍدُُﺣأ َمْوَﯾ َكَﻌَﻣ َلِﺗُﻗ ٍسْﯾَﻗ ِنْﺑ ِتِﺑﺎَﺛ ﺎَﺗْﻧِﺑ ِنﺎَﺗﺎَھ ِ ﱠﷲ َلوُﺳَر ﺎَﻣُﮭ ﱡﻣَﻋ َءﺎ
 َْمﻠَﻓ ُﮫﱠﻠُﻛ ﺎَﻣُﮭَﺛاَرﯾِﻣَو ﺎَﻣُﮭَﻟﺎَﻣ ِ ﱠﷲ َلوُﺳَر ﺎَﯾ ىَرَﺗ ﺎَﻣَﻓ ُهَذََﺧأ ﱠِﻻإ ًﻻﺎَﻣ ﺎَﻣُﮭَﻟ ْعَدَﯾ
 ْﯾَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلوُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ ٌلﺎَﻣ ﺎَﻣُﮭَﻟَو ﱠِﻻإ اًدََﺑأ ِنﺎَﺣَﻛْﻧُﺗ َﻻ ِ ﱠﷲَوَﻓ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫ
 ِءﺎَﺳﱢﻧﻟا ُةَروُﺳ ْتَﻟَزَﻧَو َلﺎَﻗ َِكﻟَذ ﻲِﻓ ُ ﱠﷲ ﻲِﺿْﻘَﯾ ِﺻوُﯾ }ﻲِﻓ ُ ﱠﷲ ُمُﻛﯾ{ ْمُﻛِدَﻻَْوأ
 َﺑِﺣﺎَﺻَو ََةأْرَﻣْﻟا ِﻲﻟ اوُﻋْدا َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلوُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ َﺔَﯾْﻵا َلﺎَﻘَﻓ ﺎَﮭ
 َكَﻠَﻓ َﻲِﻘَﺑ ﺎَﻣَو َنُﻣ ﱡﺛﻟا ﺎَﻣُﮭ ﱠُﻣأ ِطَْﻋأَو ِنْﯾَُﺛﻠ ﱡﺛﻟا ﺎَﻣِﮭِطَْﻋأ ﺎَﻣِﮭ ﱢﻣَِﻌﻟ
5 Abu Ahmad as Sidokare, Kitab Shahih Bukhari, No. Hadist: 6235
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Artinya :
Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW,
hingga ketika di pasar kami bertemu dengan seorang perempuan Anshar
bersama dua anak perempuannya. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasululah,
kedua anak ini adalah anak perempuan Tsabit bin Qais, yang terbunuh ketika
menyertaimu dalam perang Uhud. Paman kedua anak tersebut telah mengambil
seluruh harta warisan keduanya, hingga tiada yang tersisa sedikit pun.
Bagaimana pendapatmu tentang hal ini wahai Rasulullah, sedangkan mereka
tidak akan dinikahi oleh seorang pun jika mereka tidak mempunyai harta."
Rasulullah bersabda, "Allah menurunkan hukum untuk permasalahan itu."
Perawi hadits berkata: Telah turun surah (An-Nisaa" ayat 11), "Allah berwasiat
untuk anak-anakmu...". Rasulullah SAW lalu bersabda, "Datangkan kepadaku
perempuan itu dan orang yang bersangkutan (pamannya)." Beliau kemudian
berkata kepada paman kedua anak perempuan tersebut, "Berikan 2/3 kepada
keduanya, 1/8 kepada ibunya, dan sisanya untukmu." (Hasan). 6
Penyebutan nama Tsabit bin Qais dalam hadits tersebut salah, sedangkan yang benar
adalah Sa'ad bin Rabi'; seperti dalam riwayat yang berikutnya.
 َﺗَو ََﻚَﻠھ اًﺪْﻌَﺳ ﱠِنإ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َْﺖﻟَﺎﻗ ِﻊِﯿﺑ ﱠﺮﻟا ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ََةأَﺮْﻣا ﱠَنأ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِِﺮﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ َﺮ َقﺎَﺳَو ِﻦَْﯿَﺘﻨْﺑا َك ُهَﻮْﺤَﻧ
Artinya :
Dari Jabir bin Abdullah: Istri Sa'ad bin Rabi' berkata, "Wahai Rasulullah, Sa'ad
meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan... lalu Jabir
menuturkan hadits seperti tadi.7
Hadis tersebut berkaitan dengan turunnya ayat 11 surah An-Nisa. Pada saat
itu, janda saad datang mendatangi Rasulullah untuk mempertanyakan harta
peninggalan suaminya yang dikuasai oleh saudara suaminya. Sehingga turunlah ayat
11 surah An-Nisa yang menjelaskan siapasaja yang berhak menjadi ahli waris dan
mendapatkan warisan, serta menjelaskan bagian setiap ahli waris.
Anak dan istri merupakan ahli waris utama yang dapat menghalangi ahli
waris lainnya seperti paman. Paman dapat memperoleh bagian harta warisan jika si
6 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Abu Daud, No. Hadis: 2891
7 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Abu Daud, No. Hadis: 2892
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pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan hanya meninggalkan anak
perempuan, bagian yang diperolehnya merupakan sisa harta setelah bagian anak
perempuan dan istri si pewaris.
3. Hadist yang di riwayat oleh al-Bukhari:
 ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ُنﺎَﯾْﻔُﺳ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ﱡيِدْﯾَﻣُﺣْﻟا ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ِنْﺑ ِدْﻌَﺳ ُنْﺑ ُرِﻣﺎَﻋ ﻲِﻧَرَﺑَْﺧأ َلﺎَﻗ ﱡيِرْھ ﱡزﻟا ﻲَِﺑأ
ﻟا ﻲِﻧﺎََﺗﺄَﻓ ِتْوَﻣْﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﮫْﻧِﻣ ُتْﯾَﻔَْﺷﺄَﻓ ﺎًﺿَرَﻣ َﺔ ﱠﻛَﻣِﺑ ُتْﺿِرَﻣ َلﺎَﻗ ِﮫﯾَِﺑأ ْنَﻋ ٍصﺎﱠﻗَو ﱡﻲِﺑ ﱠﻧ
 ِﻟ ﱠِنإ ِ ﱠﷲ َلوُﺳَر ﺎَﯾ ُتُْﻠﻘَﻓ ﻲِﻧُدوُﻌَﯾ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ْﯾَﻟَو اًرﯾِﺛَﻛ ًﻻﺎَﻣ ﻲ ﱠِﻻإ ﻲِﻧُﺛِرَﯾ َس
 ُﻠ ﱡﺛﻟا ُتُْﻠﻗ َﻻ َلﺎَﻗ ُرْط ﱠﺷﻟﺎَﻓ ُتُْﻠﻗ َلﺎَﻗ َﻻ َلﺎَﻗ ِﻲﻟﺎَﻣ ْﻲَُﺛﻠُﺛِﺑ ُق ﱠدَﺻََﺗﺄََﻓأ ﻲِﺗَﻧْﺑا ٌرﯾِﺑَﻛ ُُثﻠ ﱡﺛﻟا َلﺎَﻗ ُث
 َﯾ ًﺔَﻟﺎَﻋ ْمُﮭَﻛُرْﺗَﺗ َْنأ ْنِﻣ ٌرْﯾَﺧ َءﺎَﯾِﻧَْﻏأ َكَدَﻟَو َتْﻛَرَﺗ ِْنإ َك ﱠِﻧإ َﻟ َك ﱠِﻧإَو َسﺎ ﱠﻧﻟا َنُوﻔﱠﻔَﻛَﺗ َقِﻔْﻧُﺗ ْن
 ِﱠﷲ َلوُﺳَر ﺎَﯾ ُتُْﻠﻘَﻓ َكَِﺗأَرْﻣا ﻲِﻓ َﻰِﻟإ ﺎَﮭُﻌَﻓْرَﺗ َﺔَﻣْﻘﱡﻠﻟا ﻰﱠﺗَﺣ ﺎَﮭَْﯾﻠَﻋ َتْرُِﺟأ ﱠِﻻإ ًﺔَﻘَﻔَﻧ ُفﱠﻠَُﺧأآ
 ْﺟَو ِﮫِﺑ ُدﯾِرُﺗ ًﻼَﻣَﻋ َلَﻣْﻌَﺗَﻓ يِدْﻌَﺑ َفﱠﻠَﺧُﺗ ْنَﻟ َلﺎَﻘَﻓ ﻲِﺗَرْﺟِھ ْنَﻋ ِﺑ َتْدَدْزا ﱠِﻻإ ِ ﱠﷲ َﮫ ًﺔَﻌْﻓِر ِﮫ
 ْنِﻛَﻟ َنوُرَﺧآ َكِﺑ ﱠرَﺿُﯾَو ٌماَوَْﻗأ َكِﺑ َﻊِﻔَﺗْﻧَﯾ ﻰﱠﺗَﺣ يِدْﻌَﺑ َفﱠﻠَﺧُﺗ َْنأ ﱠلََﻌﻟَو ًﺔَﺟَرَدَو ُسِﺋﺎَﺑْﻟا
 َتﺎَﻣ َْنأ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلوُﺳَر ُﮫَﻟ ﻲِﺛْرَﯾ َﺔَﻟْوَﺧ ُنْﺑ ُدْﻌَﺳ ُﺳ َلﺎَﻗ َﺔ ﱠﻛَﻣِﺑ ُنﺎَﯾْﻔ
 ﱟيَُؤﻟ ِنْﺑ ِرِﻣﺎَﻋ ﻲِﻧَﺑ ْنِﻣ ٌلُﺟَر َﺔَﻟْوَﺧ ُنْﺑ ُدْﻌَﺳَو
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada
kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri mengatakan; telah
mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya
mengatakan; Aku pernah sakit parah di Makkah hingga rasanya berada di
ujung kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam
menjengukku. Maka Saya bertanya; 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai
harta yang melimpah ruah, dan tak ada yang mewarisiku selain anak
perempuanku bagimana kalau aku sedekahkan dua pertiganya? ' Nabi
menjawab: "jangan". Saya bertanya lagi; 'Bagaimana kalau separoh? ' Nabi
menjawab: "jangan". Saya tanyakan lagi; 'Bagaimana kalau sepertiganya? '
Nabi menjawab: "Sepertiga itu banyak, Sesunguhnya jika engkau tinggalkan
anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kamu
tinggalkan mereka dengan kondisi papa sehingga meminta-minta kepada
orang lain, dan sekali-kali tidaklah engkau memberi nafkah, melainkan kamu
diberi pahala sampai berupa suapan yang engkau angkat kedalam mulut
isterimu." Maka saya berkata; 'Wahai Rasulullah, apakah aku tetap tinggal
(di Makkah dan meninggalkan) hijrahku? ' Nabi menjawab: "Sekali-kali
kamu tidak akan tertinggal setelahku kemudian kamu beramal shalih dengan
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mengharap wajah Allah kecuali akan menambah bagimu ketinggian dan
derajat, Bisa jadi dengan kamu tetap tinggal (di Makkah) setelahku akan
mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya."
tetapi nasib tragis menimpa Sa'ad bin Khaulah yang menemui ajalnya di
Makkah. Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam sempat memintakan
rahmat dan ampunan untuknya. Sufyan mengatakan ' Sa'd bin Khaulah
adalah laki-laki dari bani Amir bin Lu`ai.8
Dari hadis diatas dapat dipahami jika Nabi Muhammad SAW. begitu
memikirkan dan memperhatikan keadaaan keadaan anak kita. Bahkan melebihi
perhtian orang tua terhadap anaknya. Orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya
daalam keadaaan sengsara jika banyak kekayaan yang ditinggalkannya.
c. Ijma’
Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan
masih sangat dibutuhkan ijma, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh
Alqur’an dan Hadis.
Para sahabat nabi telah berijma; atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid
(waris). Kalangan sahabat nabi yan terkenal yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin
Abbas, Zaid bin Tzabit, dan Abdullah ibnu Mas’ud. 9
2. Dasar Kewarisan dalam Hukum Perdata
Dasar kewarisan dalam hukum perdata bersumber pada KUHPerdata (BW).
Peraturan tersebut ditempatkan dalam buku II tentang benda dengan alasan, mulai
dari pasal 830 sampai pasal 1130.10 Berikut merupakan isi beberapa pasal tersebut:
a. Pasal 830 KUHPerdata
Pewarisan hanya terjadi karena kematian11
8 Abu Ahmad as Sidokare, Kitab Shahih Bukhari, No. Hadist: 6236
9 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, h. 25
10 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, h. 2
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Isi pasal tersebut berarti sebelum pewaris meninggal dunia maka pewarisan
belum dapat dilakukan kepada ahli waris. Sehingga pewaris masih mempunyai hak
mutlak terhadap hartanya, dan belum terjadi peralihan hak kepada ahli waris atas
harta tersebut.
b. Pasal 832 KUHPerdata
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar
perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan
berikut ini.
Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada,
maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi
utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan
mencukupi untuk itu.12
Berdasarkan pasa diatas, maka yang berhak memperoleh warisan adalah
orang yang mempunayi hubungan sedarah dengan pewaris baik itu sah menurut
undang-undang maupun tidak. Selain itu, orang yang mempunyai hubungan
pernikahan dengan si pewaris juga dapat menjadi ahli waris. Namun, jika tidak
terdapat keduanya, maka harta peninggalan menjdaai milik Negara daan Negara
yang wajib melunasi hutangnya.
Dalam pasal tersebut Negara wajib membayarkan hutang yang ditinggalkan
oleh si mati. Ini berarti, jika terdapat keluarga sedarah, dan suami atau isteri yang
hidup terlama maka mereka juga wajib membayar hutang pewaris sebelum membagi
harta yang ditinggalkannya.
11 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),
h. 187
12 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),
h. 187
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c. Pasal 838 KUHPerdata
Orang yang dianggap tidak pantas untuk  menjadi ahli waris, dan dengan
demikian tidak mungkin untuk mendapat warisan, ialah:
1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba
membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan
fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima
tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan
kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali
wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat
orang yang meninggal itu.13
3. Dasar Kewarisan Anak dalam Kandungan
a.  Dasar Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Islam
Dalam Alqur’an tidak terdapat ayat yang menjelaskan tentang kewarisan
anak dalam kandungan. Dalam surah An-Nisa ayat 11 hanya dijelaskan bagian untuk
anak perempuan dan anak laki-laki saja, sedangkan anak dalam kandungan tidak
dijelaskan sama sekali. Namun, terdapat hadis yang menjelaskan mengenai
kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Adapun hadis tersebut adalah:
 َث ﱢرُو ُدُﻮﻟْﻮَﻤْﻟا ﱠَﻞَﮭﺘْﺳا اَِذإ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
Artinya :
Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang bayi sudah
menangis ketika dilahirkan, maka ia berhak atas warisan."14
Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris telah disepakati oleh
para ulama berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dr. Badran Abu Inain
13 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),
h. 189
14 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Abu Daud, No. Hadis: 2920
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Badran yaitu, telah sepakat para ulama bahwa anak yang masih dalam kandungan
ibunya termasuk orang yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat salah
satu sebab dari sebab kewarisan.
Begitu juga dengan Wahbah Zuhaili menjelaska jika ahli waris masih dalam
bentuk mudhghah (segumpal daging) atau alaqah (segumpal darah) maka hak
kewarisannya tetap ada.
b.  Dasar Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Perdata
Dalam KUHPerdata pasal 2 menyatakan:
Anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap
kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu
dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.15
Anak yang masih dalam kandungan ibunya tetap  menjadi ahli waris apabila
memang berhak menjadi ahli waris orang yang meninggal. Apabila dia lahir dalam
keadaan mati maka dia dianggap tidak pernah ada dan bukan merupakan ahli waris.
B. Syarat Kewarisan Islam dan Perdata
Apabila terdapat syarat kewarisan maka terdapat pula rukun dalam mewaris.
Berikut rukun dan syarat kewarisan Islam dan perdata:
1. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam
a. Rukun Kewarisan Islam
Berikut adalah rukun kewarisan dalam islam:




Seseorang disebut pewaris jika dia meninggal dunia. Itu berarti, jika
seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup maka
itu bukam waris. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam
yaitu mati haqiqy (sejati), mati hukmy (menurut putusan hakim), dan mati taqdiry
(menurut dugaan).16
Mati sejati adalah putusnya nyawa dari jasad seseorang yang dapat
dibuktikan melalui panca indera atau melalui peralatan medis. Mati menurut
keputusan hakim adalah seseorang yang oleh hakim diputuskan atau dianggap mati,
berarti orang itu bisa saja masih hidup tetapi karena sesuatu hal orang itu dianggap
mati. Misalnya vonis hakim terhadap orang murtad yang melarikan diri dan
bergabung dengan musuh. Sedangkan mati menurut dugaan adalah seseorang
dianggap telah mati dengan dugaan yang kuat.17
2. Adanya Ahli Waris
Ahli waris merupakan satu rukun terjadinya pewarisan. Pada pewaris yang
menjadi syarat adalah kematian, sedangkan pada ahli waris ini sebaliknya yaitu
hidup pada saat kematian pewaris. Selain itu tidak ada penghalang yang menghalangi
ahli waris untuk memperoleh warisan. Dalam situasi tertentu seseorang diragukan
apakah masih hidup ketika pewaris meniunggal, maka harus dinyatakan melaluip
putusan hakim. Begitu juga untuk menghindari persoalan yang akan muncul, maka
16 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama,
2010),  h. 5
17 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 29
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ahli waris perlu menegaskan melalui jalur formal (pengadialan) bahwa ia berhak
menjadi ahli warsi dan tidak terhalang ahli waris lainnya.18
3. Adanya Harta Warisan
Harta warisan merupakan salah satu Rukan dalam pewarisan. Harta warisan
dalam kitab fikih disebut dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Sebelum dilakukan pembagian
harta oleh ahli waris terlebih dahulu ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan
yaitu pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat
pewaris. Jadi harta warisan tersebut adalah harta yang ditinggalkan sesudah
dikurangi dengan baiaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan
wasiat.19
Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta
peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwarisan kepada ahli waris,
melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus
bersih dari segala sangku paut dengan oranglain. Karena, pengertian harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.20
b. Syarat Kewarisan Islam
Syarat kewarisan dalam Islam adalah:
1. Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara huku, yang
dianggap mati secara hukum yaitu ketetapan hakim yang menyatakan
18 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, h. 30
19 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Warisan Islam (cara mudah dan
praktis memahami dan menghitung warisan), h. 37
20 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, h. 28
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seseorang telah meninggal setelah dinantikan hingga kurun waktu tertentu
tidak didengar betita kematiannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada
saat bencana alam datang, tenggelamnya kapal dilautan, dan lain
sebagainya.21
2. Hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Untuk memperoleh
harta warisan seorang ahli waris harus dalam keadaan hidup pada saat
pewaris meninggal.
3. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya
terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.22
4. Tidak ada penghalang untuk mewarisi, seperti terhalang karena perbudakan,
pembunuhan, dan perbedaan agama.23
2. Rukun dan Syarat Kewarisan Perdata
a. Rukun Kewarisan Perdata
Rukun kewarisan menurut hukum perdata yaitu sebagai berikut:
1. Ada Pewaris
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa
pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Orang yang meninggalkan harta
waris disebut sebagai pewaris. Kematian pewaris menurut hukum terbagi atas 2
macam yaitu kematian secara ilmiah, dan kematian secara yuridis. Kematian secara
ilmiah adalah lepasnya roh dari jasad seseorang dengan secara nyata. Sedangkan
21 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, h. 28
22 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, h. 28
23 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 6
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kematian secara yuridis adalah orang yang telah dinyatakan mati oleh pengadilan,
yang diminta tindakan persangkaan mati pada pengadilan ialah orang hilang.24
2. Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang menggantiakan kedudukan pewarisdalam
bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Orang yang menerima
warisan karena adanya hubungan dsarah yang ditentukan dalam undang-ndang
disebut sebagai ahli waris, sedangkan orang yang menerima warisan karena wasiat
disebut sebagai waris berwasiat. Dalam hukum waris menurut KUHPerdata tidak
mengenal perbedan jumlah bagian anara jenis kelamin laki-laki dan perempuan,
dengan demikian anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian warisan yang
sama dari pewaris.25
3. Harta Warisan
Dalam KUHPerdata yang dapat diwarisi meliputi semua hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari pewaris yang dapat diniai dengan uang dan disebut sebagi
harta kekayaan. Sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdaata menyatakan bahwa: 26
Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas
semua barang, semua hak dan semua piutang orang meninggal. Bila ada
perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan
demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka hakim
dapat memerintah agar semua harta peninggalan itu  ditaruh lebih dahulu
dalam penyimpanan pengadilan. Negara berusaha adar dirinya ditempatkan
pada kedudukan besit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan
penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian
harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan
24Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum
Perdata Barat, h. 39
25 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum
Perdata Barat, h. 46
26 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum
Perdata Barat, h. 41
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hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untu mengganti
biaya, kerugian dan bunga.27
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap ahli waris berhak atas harta
warisan. Sedangkan dalam pasal 834 ditegaskan bahwa setiap ahli waris berhak
menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan pewaris diserahkan
padanya berdasarkan haknya.28
b. Syarat Kewarisan Perdata
Syarat kewarisan dalam perdata adalah:
1. Orang yang mewariskan harta daalaam keadaan meninggal. Seperti dalam
pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya terjadi karena
adanya kematian.
2. Adanya ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal dunia. Seperti dalam
pasal 836 KUHPerdata.
Agaar dapat bertindak sebaagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada
saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2.29
3. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan
a. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Hukum Islam
Anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak
menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya, dengan syarat-syarat sebagai
berikut:
27 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP), h. 188
28 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum
Perdata Barat, h. 42
29 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),
h. 189
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1. Sudah berwujud di dalam rahim di kala pewaris meninggal dunia. Untuk
menetapkan perwujudan sang bayi di dalam rahim ibunya perlu diperhatiakan
tenggang waktu yang sependek-pendeknya  antara akad perkawinan dan
kelahiran anak. Menurut jumhul ulama tenggang waktunya adalah 6 bulan,
dan menurut Hambali tenggang waktunya adalah 9 bulan.30
2. Dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya ahli waris yang hidup (pada
saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.
Menyangkut kemungkinan mendapatkan bagian harta warisan, anak dalam
kandungan ibunya mempunyai karakteristik pembagian warisan sebagai berikut:
1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai anak laki-laki atau
perempuan. Seperti seorang anak meninggal dunia meninggalkan ayah
beserta ibunya yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua),  anak
tersebut tidak perlu dihiraukan karena keberadaannya terhalang oleh ayah si
mayat.
2. Hanya mewarisi dengan satu dari dua kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki
atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lain.
Seperti sseorang suami meninggal dunia meninggalkan istri , paman, dan istri
saudara sekandung yang sedang hamil. Dalam kondisi seperti ini istri diberi
bagian ¼, sedangkan sisanya yang ¼ ditangguhkan pembagiannya sampai
bayi tersebut lahir. Jika dia laki-laki maka ia dapat bagian dari harta warisan
dan dapat menghalangi paman. Apabila dia perempuan maka tidak
memperoleh bagian harta warisan, dan pamanlah yang berhak memperoleh
harta warisan.
30 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 90
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3. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau
sebegai perempuan. Seperti seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan
istri yang sedng hamil, ibu dan ayah.
4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya baik ia sebagai
laki-laki atau sebagai perempuan. Seperti seorang meninggal dunia
meninggalkan saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan
seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si mayat.
5. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok atau bersama dengan ahli waris
yang terhalang olehnya. Seperti seorang meninggal dunia meninggalkan
menantu (istri dari anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu. Dalam hal
seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang
dalam kandungan tersebut lahir. 31
b. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Perdata
Salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris
adalah keadaannya masih hidup ketika pewaris meninggal. Janin yang masih dalam
kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena
belum dapat diketahui secara pati keadaannya. Apakah bayi tersebut akan lahir
dengan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah
satu atau kembar.
Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua
persyaratan, yaitu sebagai berikut:
1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya
ketika pewaris wafat.
31 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, h. 62
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2. Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya,
sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.
Tanda-tanda bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup diantaranya
adalah bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusu keibunya, atau yang
semacamnya.32
Anak dalam kandungan yang berhak mewarisi harus dalam keadaan sebagai
berikut:
a. Bukan dalam keadaan ahli waris apapun baik janin tersebut berkelamin
perempuan atau laki-laki.
b. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan),
dan bukan sebagai ahli warisdalam keadaan banci.
c. Sebagai ahli waris dalam keadaannya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
d. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya baik sebagai laki-laki
ataupun perempuan.
e. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang)
hak warisnya karena adanya janin.33
C. Penggolongan Ahli Waris dalam Islam dan Perdata
1. Penggolongan Ahli Waris dalam Islam
Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli
waris digolongkan kedalan tiga golongan. Yaitu ashchabul furudh, ashaba, dan
dzawil arham.
32Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 227
33 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undnag Hukum
Perdata Barat, h. 228
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a. Ashchabul Furudh
Ashchabul furudh yaitu golongan yang memperoleh bagian tertentu seperti
seperdelapan (1/8), seperenam (1/6), seperempat (1/4), sepertiga (1/3), seperdua
(1/2), dua per tiga (2/3). Ashchabul furudh dibedakan kedalam dua macam yaitu
ashchabul furudh is-sababiyah dan ashchabul furudh in-nasabiyyah. Ashchabul
furudh is-sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan
perkawinan antara si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda atau duda.34
Aashchabul furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat
adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk dalam golongan ini
adalah:
1. Leluhur perempuan yaitu ibu dan nenek
2. Leluhur laki-laki yaitu bapak dan kakek
3. Keturunan perempuan yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak
laki-laki
4. Saudara seibu yaitu saudara perempuan
5. Saudara sekandung yaitu saudara perempuan sekandung.35
b. Ashabah
Ashabah yaitu golongan ahli waris yang memperoleh bagian tidak tertentu,
tetapi mendapatkan sisa dari ashchabul furudh atau mendapat semuanya jika tidak
terdapat ashchabul furudh. Ashabah dibedakan menjadi dua golongan yaitu ashabah
sabababiyah dan ashabah nasabiyah. 36
34 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam,  h. 52
35 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52
36 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52
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Ashabah sabababiyah yaitu mereka yang menjadi ahli waris karena telah
memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah budaknya. Namun,
apabila pewaris meninggalkan ashabah nasabiyah, maka orang itu tidak dapat
menerima warisan.37
Ashabah nasabiyah adalah ahli waris yang menjadi ahli ashabah karena
adanya hubungan nasab dengan orang yang meninggal. Ada tiga golongan ashabah
nasabiyah yaitu ashabah binafsihi, ashabah bilghairi dan ashabah binafsihi.
Ashabah binafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalihkan dengan pewaris tanpa
diselingi oleh perempuan, yaitu:38
1. Leluhur laki-laki yaitu bapak dan kakek
2. Ketururnan laki-laki yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki
3. Saudara sekandung yaitu saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah
6. Paman sekandung dan seayah
7. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seayah.39
Dari seluruh ashabah diatas yang merupakan yang terkuat adalah anak laki-
laki. Walau banyak ashabul furudh yang merupakan ahli waris anak laki-laki pasti
mendapatkan bagian waris karena ia dapat menghalangi sejumlah ashabul furudh
dan ashaba lainnya.
Ada pula ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi ashabul furudh
dan bias juga menjadi ashabah, serta bias pula menjadi gabungan dari keduanya.
37 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h.90
38 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52
39 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 53
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Ahli waris itu adalah kakek dan ayah. Hal ini terjadi karena semua ahli waris dari
kelompok ashabul furudh yang ada sudah menerima bagiannya, namun masih ada
harta waris yang tersisa dan tidak ada ashabah yang lain.40
Ashabah bilghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan saudara laki-
laki untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima warisan,41 dan jika
tidak ada saudara laki-laki maka dia tidak bias menjadi ashabah tetapi tetap menjadi
ashchabul furudh.42
1. Anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung yang mewaris bersama saudara laki-laki
sekandung
4. Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah.43
Ashabah bilghairi tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa syarat
berikut
1. Perempuan tersebut merupakan ashchabul furudh. Bila bukan merupakan
ashchabul furudh, maka tidak dapat menjadi Ashabah bilghairi.44 Contohnya
anak perempuan dari saudara laki-laki tidak dapat menjadi Ashabah bilghairi
dengan adanya anak laki-laki dari pewaris. Sebab dalam keadaan demikian,
40 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 92
41 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52
42Abdillah Mustari, Hukum Waris Perrbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 92
43 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h, 53
44 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 93
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anak perempuan dari saudara laki-laki akan terhalang oleh saudara laki-laki
sekandung itu dan bukan merupakan ashchabul furudh.
2. Laki-laki yang menjadi ashabah penguat harus sederajat. Contohnya anak
laki-laki dapat menjadi penguat bagi anak perempuan, tetapi tidak menjadi
penguat bagi cucu perempuan sebab anak laki-laki merupakan penghalang
bagi cucu perempuan untuk tidak memperoleh bagian.
3. Laki-laki yang menjdai ashabah penguat harus sama kuatnya dengan ahli
waris perempuan ashchabul furudh.45 Contohnya saudara laki-laki seibu tidak
dapat menguatkan saudara perempuan sekandung karena ikatan kekerabatan
saudara perempuan sekandung lebih kuat dibandingkan saudara laki-laki
seibu.
Ashaba malghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain
untuk menjadi ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan
sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.46
c. Dzawil Arham
Dzawil arham yaitu golongan yang tidak termasuk dalam golongan
ashchabul furudh dan ashabah. Golongan ini baru mendapat warisan apabila tidak
terdapat kedua golongan tersebut.47
45 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 94
46 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 53
47 H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam , h. 53
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2. Penggolongan Ahli Waris Perdata
Ahli waris dalam hukum perdata digolongkan kedalam empat golongan.
Golongan pertama yaitu istri atau suami, dan anak, golongan kedua yaitu bapak, ibu,
dan saudara kandung. Golongan ketiga yaitu nenek dan kakek, dan golongan
keempat yaitu paman dan bibi.
a. Golongan Pertama (1)
Golongan pertama terdiri dari anak sah dan keturunannya, serta suami atau
istri. Sesuai dengan pasal 832 KUHPerdata
Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang menurut hukum maupun yang diluar perkawinan, dan si
suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut
ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak
aada, maka semua harta peninggalan menjadi mlik Negara, yang wajib
melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta
peninggalan mencukupi untuk itu.48
Suami atau istri adalah seorang yang masih terikat hubungan perkawinan sah
sengan pewaris saat meninggal, bila terjadi perceraian sebelum pewaris meninggal
maka perceraian menghalangi haknya sebagai ahli waris. Sedangkan keluarga
sedaarah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah anak-anak atau keturunan
lainnya. Dengan tidak ada perbedaan antara keturunan laki-laki dan perempuan
daalam hal jumlah harta yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan pasal 852
KUHPerdata.49
Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai
perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tau mereka, kakek dan
nenek mereka, ataukeluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dari garis
48 Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), h. 216
49 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 84
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keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.
Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala.50
b. Golongan Kedua (II)
Golongan kedua terdiri dari bapak dan ibu, serta saudara-saudara. Sesuai
ketentuan dalam pasal 854 KUHPerdata:
Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami
atau istri, maka nayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-masing
mendapat sepertiga dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya
meninggalkan satu orang saudara laki-lak atau perempuan, yang mendapat
sisa sepertiga bagian. Ayahnya dan ibunya mewarisi seperempat bagian, bila
si matimeninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan
dalam hal itumereka tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat
bagian,…51
Yang dimaksud dengan bapak ibu adalah orang tua kandung dari pewaris.
Orang tua itu dipersamakan sengan saudar, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-
peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian seperempat harta
peninggalan pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan saudara adalah saudara
sekandung, seayah, maupun seibu.52
Ahli waris golongan kedua ini dapat menjadi ahli waris apabila tidak ada
golongan ahli waris pertama. Tetapi jika ada ahli waris golongan pertama maka
golongan ahli waris tersebut tidak mendapat warisan.
c. Golongan Ketiga (III)
Ahli waris golongan kedua terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus
keatas dari pihak bapak yaitu nenek dan kakek, serta keluarga sedarah dalam garis
50 Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, h. 220
51 Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, h. 221
52 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 85
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lurus ke atas dari pihak ibu yaitu kakek dan nenek. Ini sesuai dengan ketentuan
dalam KUHPerdata pasal 853:53
Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau
istri,saudara laki-laki atau perempaun, maka harta peninggalanya dibagi dua
sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah
keatas, dan satu bagian untuk keluarga garis ibu keatas,…54
Ahli waris golongan ketiga akan memperoleh waris jika ahli waris golongan
pertama dan kedua tidak ada, artinyajika ahli waris golongan pertama atau golongan
kedua ada maka haknya untuk memperoleh waris terhalang.
d. Golongan Keempat (IV)
Ahli Waris Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah dalam garis
menyamping dari pihak bapak sampai derajat ke enam yaitu paman / bibi atau
saudara sepupu, keponakan dan seterusnya sampai derajat ke enam dari pihak bapak.
Serta keluarga sedarah dalam garis menyamping dari pihak ibu sampai derajat ke
enam yaitu paman / bibi atau saudara sepupu, keponakan dan seterusnya sampai
derajat ke enam dari pihak ibu. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata pasal
858:55
Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga
sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis keatas, maka separuh harta
peninggalan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang
masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah
garis ke samping dari garis keatas lainnya,…56
Ahli waris golongan keempat akan memperoleh harta warisan jika ahli waris
golongan pertama, kedua maupun ketiga tidak ada. Namun, jika ada ahli waris
53 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 86
54 Soedharyono Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, h. 221
55 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 87
56 Soedharyono Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, h. 222
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golongan pertama, kedua, dan ketiga, maka ahli waris golongan keempat akan
terhalang.
D. Anak dalam Kandungan sebagai Ahli Waris Menurut Islam dan Perdata
1. Anak dalam Kandungan sebagai Ahli Waris Menurut Islam
Seorang anak berhak memperoleh harta warisan jika ia sudah terlahir ke
dunia dalam keadaan hidup dengan ditandai adanya tangisan dari anak tersebut.
Demikian pula dengan anak yang masih dalam kandungan ibunya yang tetap berhak
memperoleh harta warisan apabila ia memang termasuk sebagai ahli waris dari yang
meninggal. Pembagian harta warisan dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi
yang masih dalam kandungan tersebut.57
Anak dalam kandungan dapat mewarisi apabila ia lahir dengan sempurna dan
tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan seperti:
a. Sudah mati;
b. Nyata secara pasti tidak hamil;
c. Lahir hanya sebaagiaannya dalam keadaan hidup, keadaan mati sebelum
sempurna lahirnya;
d. Lahir dengan sempurna,tapi tidak ada tanda-tanda hidup yang meyakinkan.
Dengan adanya tanda-tanda tersebut, dianggap anak yang dalam kandungan
tidak aada, dan tidak mewarisi.58
57 Moh Anwar, Faraidh (Hukum Waris dalam Islam), (Surabaya : Al-Ikhlas, 1981), h. 36
58 Muhammad Arief, Hukum Warisan Dalam Islam, (Banjarmasin : tp, 1982), h. 128
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2. Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Menurut Perdata
Salah satu syarat mewarisi yaitu seorang ahli waris dalam keadaan hidup
ketika pewaris wafat. Dengan demikian, anak dalam kandungan belum dapat
ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti
keadaannya. Apakah bayi tersebut lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki
atau perempuan, dan berjumlah satu atau kembar. Namun, anak daalam kandungan
tetap memperoleh harta warisan, dengan catatan harta yang dibagikan tidak
seluruhnya. Sebagian harta dibekukan, dan jika si bayi telah lahir dalam keadaan
hidup, ia mendapatkan hak warisnya secara sempurna begitupula dengan ahli waris
lainnya.59
E. Bagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan menurut Islam dan Perdata
1. Bagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Islam
Anak dalam kandungan akan memperoleh harta warisan jika ia terlahir dalam
keadaan sempurna dan hidup, serta merupakan ahli waris dari yang meninggal.
Namun, belum dapat diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hiup atau tidak.
Yang harus diketahui tentang anak dalaam kandungan yaitu:
a. Batas minimal dan maksimal masa kehamilan
b. Memberi bagian yang paling menguntungkan dari perkraan jenis kelamin.60
Dibawah ini akan dimekukan beberapa contoh pembagian terhadap anak
dalam kandungan:
59 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum
Perdata Barat, h. 227
60 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 120
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1. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu, bapak dan seorang istri yang
sedang hamil. Dengan harta peninggal sebanyak Rp. 120.000.000,00. Maka
bagian yang disediakan untuk anak yang masih dalam kandungan adalah:
a. Perkiraan untuk perempuan (Tunggal)
Penerimaan 24
Ibu         : 1/6 X 24 = 4/24  X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Istri        : 1/8 X 24 = 3/24  X Rp. 120.000.000 = Rp. 15.000.000,00
Anak PR : 1/2 X 24 = 12/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 60.000.000,00
Bapak    : Ashabah binafsihih (memperoleh sisa)
Terdapat sisa harta sebanyak Rp.25.000.000,00 yang merupakan bagian warisan
yang diperoleh bapak.
b. Perkiraan untuk laki-laki (Tunggal)
Penerimaan 24
Ibu          : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Bapak     : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Istri         : 1/8 X 24 = 3/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 15.000.000,00
Anak LK : Ashabah binafsihih (Memperoleh sisa)
Terdapat sisa harta Rp. 65.000.000,00 dan merupkan bagian anak laki-laki.
c. Perkiraan kembar perempuan
Penerimaan 24
Ibu          : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Istri         : 1/8 X 24 = 3/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 15.000.000,00
2 anak PR : 2/3 X 24 = 8/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 45.000.000,00
Bapak      : Ashabah binafsihih (memperoleh sisa)
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Terdapat sisa harta sebanyak Rp. 40.000.000,00 yang merupakan bagian harta
peninggalan yang diperoleh bapak. Sedaangkan 2 anak perempuan memperoleh
harta Rp.45.000.000,00 dibagi dua, sehingga bagian masing-masing adalah Rp.
22.500.000,00.
Masing-masing anak memperoleh Rp. 45.000.000,00 sebagai harta warisan.
d. Perkraan Kembar Laki-laki
Penerimaan 24
Ibu          : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Bapak     : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Istri         : 1/8 X 24 = 3/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 15.000.000,00
2 anak LK : Ashobah binafsihih (memperoleh sisa)
Terdapat sisa harta warisan sebanyak Rp. 65.000.000 yang merupakan bagian
anak laki-laki. Karena terdapat dua aanak laki-laki, maka Rp.65.000.000 dibagi
menjadi dua, maka setiap anak memperoleh bagian sebanyak Rp.32.500.000,00.
e. Perkiraan kembar laki-laki dan perempuan
Penerimaan 24
Ibu          : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Bapak     : 1/6 X 24 = 4/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000,00
Istri         : 1/8 X 24 = 3/24 X Rp. 120.000.000 = Rp. 15.000.000,00
Anak LK dan PR : Ashabah bilghairih (memperoleh sisa)
Terdapat sisa harta sebanyak Rp. 65.000.000,00
Bagian anak LK yaitu 2/3 X Rp.65.000.000 = Rp. 43.330.000,00
Bagian anak PR yaitu 1/3 X Rp. 65.000.000 = Rp. 21.660.000,00
Diantara perkiraan diatas, yang paling menguntungkan adalah perkiraan
bagian anak laki-laki tunggal yaitu sebanayk Rp. 65.000.000,00. Oleh karena itu,
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bagian yang perkiraan tersebut yang disediakan untuk anak yang masih dalam
kandungan.
2. Bagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Perdata
Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya
ketika pewaris wafat, serta bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup ketika
keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak
mendapat warisan. Tanda-tanda bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup
diantaranya adalah bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusu keibunya, atau
yang semacamnya. Maka, bayi tersebut dapat memperoleh warisan.
Anak dalam kandungan menurut hukum perdata apabila dia golongan pertama
maka dapat menghalangi golongan kedua hingga golongan keempat.
Contohnya :
Seorang meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang hamil, dan dua anak
perempuan dengan harta yang ditinggilkan sebanyak 120 jt. Maka bagian yang
disediakan untuk anak yang masih dalam kandungan adalah ¼.
Dalam hukum perdata setiap ahli waris mendapat bagian harta warisan yang
sama. Oleh karena itu anak dalam kandungan mendapat bagian ¼, karena istri, dan
dua anak perempuan juga mendapat harta ¼ bagian.
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BAB IV
HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN ISTRI SIRI
A. Status Nasab Anak dalam Kandungan Istri Siri
1. Status Nasab Anak dalam Kandungan Istri Siri menurut Hukum Islam
Nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga,
merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar
dari kehinaan dan ketelantaran.1
Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina
kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan
darah.2 Salah satu tujuan ajaran hukum Islam adalah memelihara dan menjaga
keturunan atau nasab. Dalam rangka memelihara nasab disyariatkan untuk
melakukan pernikahan sebagai cara untuk menjaga dan memelihara kemurnian
nasab.3
Sebab-sebab timbulnya nasab dan cara untuk menetapkan nasab tidak lepas
dari masalah masa kehamilan, baik yang bertkaitan dengan batas minimal masa
kehamilan maupun batas maksimal kehamilan. Batas maksimal masa kehamilan
yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung adalah enam bulan, sedangkan
untuk menyapih seorang anak membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat
bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu sebagai berikut:
1 Muhammad Yusuf Musa, An-Nasab wa Atsaruh, (Al-Qahirah: Dar Al-Ma’rifah, 1967), h. 7
2 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, ( Jakarta: Amzah, 2012), h. 13
3 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, h. 13 – 14
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QS Al- Ahqaaf/46:15
                   
                        
                         
   
Terjmeahannya :
”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang
ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan
umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan
kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri" (QS Al-
Ahqaaf ayat 15)”4
QS Luqman/3:14
                      
       
Terjemahannya:
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu. (QS. Luqman, ayat 14)”5
Adapun Batas maksimal masa kehamilan yang dibutuhkan seorang ibu untuk
mengandung menurut Ibnu Rusyd biasanya berkisar antara delapan, Sembilan,
4 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 726
5 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 581
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sampai sepuluh bulan. Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1929 batas maksimal
masa kehamilan yaitu selama satu tahun.6
Telah di kemukakan sebelumnya, jika cara untuk menjaga dan memelihara
kemurnian nasab yaitu dilakukannya pernikahan. Dalam Islam dikenal dua macam
pernikahan yaitu pernikahan sah dan pernikahan fasid.
Anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dapat
dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari seorang
wanita dalam suatu perkawinan yang fasid, penetapan nasabnya sama dengan
penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.7 Sehingga anak yang dalam
kandungan istri siri tetap dapat dinasaabkan pada ayah biologisnya.
Akan tetapi, di Indonesia hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang
telah dikombinasikan dengan hukum barat dan hukum adat. Segala peraturan yang
dijadikan pedoman oleh ummat Islam di Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan tentang perkawinan dimuat dalam UU No. 1 tahun 1974.
Sahnya status nasab antara seorang anak dan ayahnya ditentukan oleh sahnya
pernikahan yang dilakukan antara ibu yang meliharkannya dengan laki-laki yang
diyakininya sebagai ayahnya.8
Pasal 4 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan
sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang
menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad
yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa
6 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, h. 39 – 40
7 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, h. 87- 88
8 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan, h. 62
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agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus
dicatat.
Pada pasal 2 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan siri dapat
dikategorikan sebagai pernikahan yang sah. Namun, pasal 5 dalam UU tersebut tidak
terpenuhi sehingga perkawinan siri bukanlah perkawinan yang sah. Ini menyebabkan
tidak adanya hubungan nasab antara keturunan yang lahir dalam perkawinan siri
dengan ayahnya.
2. Status Nasab anak dalam Kandungan Istri Siri menurut Hukum Perdata
Hukum perdata tidak mengenal hubungan nasab, yang ada hanya hubungan
keperdataan. Kedudukan anak dalam KUHPer di bedakan menjadi anak sah dan anak
luar kawin.9
Buku pertama KUHPer pasal 250 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan
atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.10 Dari
pasal tersebut dapat disimpulkan jika anak sah menurut KUHPer adalah anak yang
lahir dan besar dalam perkawinan, yang menyebabkan anak tersebut memperoleh
hubungan keperdataan dengan ayahnya.
KUHPer membagi anak diluar kawin menjadi 3 kelompok antara lain yaitu
anak zina, anak sambung, dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak
mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau kedua-duanya
memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain, sedangkan anak sumbang dilahirkan
dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang
9 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan, h. 108
10 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP), h. 59
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untuk melakukan perkawinan karena memilki hubuingan darah keatas maupun
kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan
dalam garis kesamping antara kakak beradik atau perempuan baik sah maupun tidak
sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 KUHPer yang menyatakan:
Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest,
sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273
mengenai anak penodaan darah11
Anak diluar kawin yang tidak termasuk anak zina dan anak sumbang
merupakan anak luiar kawin yang dapat disahkan dan diakui oleh kedua orang
tuanya.12 Dari penjelasan tersebut, maka anak yang lahir ataupun keturtunan dari
pernikahan siri dapat disahkan atau diakui. Karena anak siri bukan merupakan anak
zina dan anak sumbang, anak siri hanya terlahir dari perkawinan yang tidak
dicatatkan oleh suami istri yang sebagai orang tuanya.
Apabila telah ada pengakuan dari ayah biologisnya ataupun keluarga ayah
biologisnya, anak siri yang merupakan anak di lura kawin telah memperoleh
hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.
B. Analisis Yuridis Hak Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri
KUHPer merupakan kitab kodifikasi yang mengatur hubungan hukum orang-
perorangan atau golongan tertentu. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPer) tidak terdapat satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam
kandungan istri siri sebagai ahli waris, serta tidak memberikan ruang kepada anak
dalam kandungan istri siri untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya
11 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP), h. 66
12 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan, h. 110
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disebabkan karena tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya.
Seperti dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu :
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal tersebut sejalan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun
1974 yang menyatakan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-
undangan yang berlaku. Selain pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum,
anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum
serta hubungan perdata dengan ayahnya, seperti dalam pasal 43 Undang-undang No.
1 Tahun 1974
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat memperoleh
hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal
tersebut dapat ditelusuri dalam pasal 280 KUHPer, yaitu :
Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata
antara anak itu dan bapak atau ibunya.
Selain pasal tersebut, terdapat pula putusan Mahkama Konstitusi 46/PUU-
VIII/2010 yang menyatakan jika anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti
lain yang menurut hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya. Namun, jika mengacu pada pasal 258 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan
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hubungan hukum anatara si anak dan ayahnya, maka pengakuan tersebut tidak boleh
merugikan pihak istri dan anak-anak dari pernikahan yang sah.
Berdasarkan beberapa pedoman diatas, anak hasil pernikahan siri baik yang
telah lahir ataupun masih dalam kandungan ibunya meskipun telah mendapat
pengakuan dari ayahnya tetap tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, menurut Fatwa
yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 10 maret 2012 anak
siri berhak mendapat wasiat wajibah.
C. Analisi Teologi Normatif Hak Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri
Pembagian harta warisan dalam perspektif hukum bersumber pada Alqur’an,
Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dalam berbagai sumber hukum Islam yang telah disepakati
oleh para ulama, tidak terdapat pembahasan mengenai status waris anak dalam
kandungan istri siri.
Pertama-tama yang dilakukan penulis untuk menganalisis status waris anak
dalam kandungan isti siri yaitu menentukan keabsahan pernikahan yang dilakukan
oleh orang tuanya, kemudian menganalisa nasab anak tersebut.
Pernikahan siri kadang diartikan sebagai perzinahan, sebagaimana dalam
firman Allah swt :
    
Terjemahannya :
Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk berzina (atau melakukan
13hubungan seksual) dengan mereka.
13 Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.
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Sirran pada ayat diatas menurut pendapat sebagian ulama berarti berzina atau
melakukan hubungan seksual. Pendapat ini dipilih Jabir bin Zaid, Hasan Bashri,
Qatadah, AnNakh’I, Ad Dohak, Imam Syafi’I dan Imam Thobari.
Pernikahan siri dapat pula diartikan sebagai pernikahan yang dihadiri oleh wali
dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya
kepada khalayak ramai. Jika demikian, maka pernikahan yang dilakukannya dapat
dianggap sah karena telah dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Hal ini sesuai
dengan hadis Nabi Muhammad SAW :
 َِﻜﻧ َﻻ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ:َلَﺎﻗ ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ,ﻰَﺳﻮُﻣ ِﻲَﺑأ ِﻦْﺑ َةَدُْﺮﺑ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋَو ﱠِﻻإ َحﺎ
 ُﺔََﻌﺑَْرْﻷاَو ُﺪَﻤَْﺣأ ُهاَوَر ( ﱟِﻲﻟَِﻮﺑ ِلﺎَﺳْر ِْﻹِﺎﺑ ﱠﻞُِﻋأَو , َنﺎﱠﺒِﺣ ُﻦْﺑاَو , ﱡيِﺬِﻣْﺮﱢﺘَﻟاَو , ﱢِﻲﻨﯾِﺪَﻤَْﻟا ُﻦِْﺑا ُﮫَﺤ ﱠﺤَﺻَو
Artinya :
Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali
dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu
al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal. 14
 َو ﱠِﻻإ َحﺎَِﻜَﻧﻻ ) ﺎًﻋُْﻮﻓْﺮَﻣ ِﻦْﯿَﺼُﺤْﻟا ِﻦْﺑا َناَﺮْﻤِﻋ ْﻦَﻋ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ِﻦَﻋ ُﺪَﻤَْﺣأ ُمﺎَﻣِﻹْا ىَوَرﻦْﯾَﺪِھﺎَﺷَو ﱟِﻲﻟَِﻮﺑ
Artinya :
Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-
Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."15
Para ulama berbeda pendapat tentang nikah siri seperti ini. Umar bin Khattab,
Urwah, Sya’bi, Nafi’, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad
menyatakan bahwa nikah siri seperti di atas hukumnya sah tetapi makruh.16
14 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, No. Hadis :
1008
15 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, No. Hadis :
1009
16 M. Mashud Ali, “Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri,
Anak serta Harta Kekayaannya” (Skripsi, Jakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
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Pendapat lainnya, yaitu pendapat Malikiyah dan sebagaian ulama mazhab
Hanabilah menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya tidak sah. Bahkan ulama
Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera menceraikan istrinya, atau
membatalkan pernikahan tersebut. Jika mereka telah melakukan hubungan seksual
maka wajib ditegakkan had terhadap mereka, begitupula dengan dengan kedua saksi
wajib diberikan sangsi jika sengaja merahasiakan pernikahan tersebut.17
Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut, pernikahan siri yang dilakukan
dengan tujuan untuk tidak diumumkan pada khalayak hukumnya tidak sah. Hal ini
sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :
 ِ ﱠَﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ; ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ , ِﺮَْﯿﺑ ﱡﺰَﻟا ِﻦْﺑ ِ ﱠَﷲ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﺮِﻣﺎَﻋ ْﻦَﻋَو: َلَﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ اُﻮِﻨﻠَْﻋأ )
( َحﺎَﻜﱢﻨَﻟا ُﻢِﻛﺎَﺤَْﻟا ُﮫَﺤ ﱠﺤَﺻَو , ُﺪَﻤَْﺣأ ُهاَوَر
Artinya :
Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu
bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita
pernikahan." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.18
Pernikahan merupakan sebuah akad mu’awadhah (akad timbal balik yang
saling menguntungkan), sedangkan pernikahan siri hanya menuntungkan pihak laki-
laki saja dan merugikan pihak perempuan, begitupula dengan keturunan yang lahir
dari pernikahan tersebut.
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah),
http://repository.uinjkt.ac.id, (11 desember 2016)
17 Abdul Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, (Tesis, Semarang: Program Studi Magister
Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), http:// repository.uinjkt.ac.id,  (11 desember
2016)
18 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, No. Hadis :
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Di Indonesia, pernikahan siri di artikan sebagai pernikahan yang dilakukan
dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul. Hanya
saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara dalam hal ini
kantor urusan agama (KUA), serta tidak di umumkan pada khalayak ramai. Majelis
Ulama Indonesia dalam fatwanya bulan mei 2006 secara tegas menytakan nikah siri
sah secara hukum agama.
Adapun mengenai analisis diatas, pernikahan siri dalam pandangan Islam
hukumnya sah, karena syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Akan tetapi, jika
pernikahan siri dilakukan untuk tidak diumumkan pada khalayak ramai, maka tidak
boleh dilakukan karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan dari akad tersebut.
Mengenai status anak yang terlahir dari pernikahan siri tetap merupakan anak yang
sah. Sehingga, anak yang terlahir dari pernikahan siri atau masih dalam kandungan






Berdasarkan penelitian inimaka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai
status waris anak dalam kandungan istri siri :
1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan pada kantor urusan
agama (KUA), seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkawinan siri merupakan perkawinan yang
tidak sah.
2. Dalam hukum Islam anak yang lahir dan masih kandungan istri siri
mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Terlepas dari hukum Islam
yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum islam yang telah dikombinasikan
dengan hukum barat dan hukum adat. Sehingga keturunan dari pernikahan siri
tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.
3. Pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan keturunan dari
pernikahan siri, hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibu dan keluarga
ibunya. Namun, dalam putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-
VIII/2010 menyatakan jika anak  yang lahir di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum  mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
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4. Dalam pasal 280 KUHPer, anak yang terlahir dari pernikahan siri dapat
memperoleh hubungan keperdataan dengan ayaahnya apabila terdapat
pengakuan terhadap anak tersebut.
5. Pasal 258 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan
dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum anatara si anak dan
ayahnya, maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan
anak-anak dari pernikahan yang sah.
6. Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 10 maret 2012 anak siri
berhak mendapat wasiat wajibah.
7. Anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berstatus sebagai istri siri
dapat memperoleh warisan baik itu dalam hukum islam ataupun hukum
perdata apabila memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.
B. Saran
Berdasarkan kesimpuan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-
saran sebagai berikut:
1. Setiap pernikahan harus dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) agar
tidak ada lagi pernikahan siri.
2. Keturunan yang lahir dari pernikahan siri sebaiknya meminta pengakuan dari
ayah biologisnya terhadap dirinya yang dilakukan secara tertulis, agar
dikemudian hari anak tersebut dapat memperoleh haknya.
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